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ABSTRAK 
 
Nama  : Rara Ekawaty Rahman  
Nim   : 10400114175 
Judul  : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Sebagai 
Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pada Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar 
  
Pokok masalah penelitian ini adalah kurangya keakuratan data pada 
penerbitan sertifikat tanah yangdalam artian untuk mencapai hasil yang di tuju 
sangat minim karena jumlah pemohon sertfikat di banding denga penyelesaian 
sertifikat atau penerbitan sertifikat sangat rendah sedangkat jumalah pemohon 
mencapai angka yang sangat fantastis atau melunjak yang berarti banyak 
pemohon yang sudah lama menunggu untuk diterbitkan sertifikatnya atau tanda 
buktu hak atas tanah yang merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki, 
selain untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemangku hak juga 
untuk menghindari akan terjadinya suatu konflik atau sengketa pertanahan. 
Beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1). Bagaimana proses 
penetapan hak atas tanah? 2). Bagaimana pengaruh akurasi data terhadap sertifikat 
tanah sebagai data akta otentik? 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris atau yuridis-sosiologis. Adapun sumber data penelitian bersumber dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong 
penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang 
bersumber dari Pegawai/Staf Badan Pertanahan Kota Makassar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pemohon Datang ke Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kemudian ke loket Pelayanan, untuk penerimaan dan 
pemeriksaan dokumen permohonan hingga penerbitan Sertifikat dan sertifikat di 
berikan kepada pemohon. 2).Pengaruh akurasi data terhadap sertifikat sebagai 
data akta otentik yakni sebagai jaminan kepastian hukum untuk pemangku hak 
dan keakurasian data memilik peran yang berpengaruh karena dapat 
mengamankan pemangku hak jika terjadi sengketa pertanahan atau terjadinya 
sertifikat ganda. 
Implikasi penelitian yaitu. 1) Seluruh Pegawai/ Staff din Indonesia 
terkhusus pegawai Pertanahan Nasional di Kota Makassar lebih memerhatikan 
satu sama lain dalam layanan pemohon untuk dibuatkan sertifikat atau 
meningkatkan peranannya dalam memberikan pelayanan tanpa adanya 
diskriminatif.2) masyarakat jika ingin mendaftarkan tanah untuk dibuatkan 
sertifikat harus memerhatikan persyaratan yang ditentukan oleh Kantor 
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pertanahan dan selalu bersikap jujur dalam mengakui kepemilikan sebidang tanah. 
Dan Pegawai Kantor Pertanahan juga harus mengikuti SOP Perkaban Nomor 1 
Tahun 2010. Dalam artian beberapa jumlah pemohon yang masuk, sertifikat yang 
diterbitkan juga sama jumlahnya dengan jumlah pemohon yang masuk pada tahun 
yang sama. Agar masyarakat merasa dapat pelayanan yang adil tanpa harus 
menunggu lama untuk mendapat kepastian hukum sebagai pemangku hak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah karunia Sang Pencipta yang 
merupakan salah satu sumber utama kelangsungan hidup dan penghidupan seluruh 
rakyat.Bangsa Indonesia berfalsafah bahwa tanah dipergunakan  untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat dan dibagi secaraadil dan merata. Maka dari itu di 
sini diperlukan peran dari masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam 
mensukseskan pembangunan Nasional. Dimana diketahui tujuan Nasional 
tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar1945 alinea ke empat, yang 
berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  
Untuk mencapai tujuan Nasional yang diinginkan tentu perlu adanya sebuah 
kebijakan Nasional termasuk di bidang pertanahan. Tanah merupakan komoditas 
pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dimiliki agar hidup lebih sejahtera. 
Secara psikologis manusia, terutama sebuah keluarga sejahtera, tidak akan merasa 
tenang sebelum memiliki sendiri tanah dan bangunan rumah sebagai tempat 
bernaung.  
Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 
hak-hak atas kepemilikan tanah pun diatur oleh konstitusi pasal 33 ayat 3 (UUD 
1945) pengaturan terhadap atas tanah menggunakan istilah Agraria yang 
mempunyai cakupan yang lebih luas yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang 
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terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebear-
besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa 
pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Konstitusi 
yang mengatur pertanahan secara khusus seperti hak-hak atas kepemilikan tanah 
yaitu diatur di Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA). 
UUPA memuat dasar-dasar pemerataan distribusi kepemilikan tanah (Land 
reform), dan adapun tujuan diundangkanya UUPA adalah untuk memberikan 
jaminan kepastian hukum. Tujuan tersebut dapat terwujud melalui dua upaya, 
yaitu:1 
1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang 
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuannya. 
2. Penyelenggraan pendaftran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak 
atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang 
dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan 
calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan, serta bagi 
Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. 
` Dalam UUPA, asas hak menguasai negara atas tanah itu diatur dan 
diturunkan ke macam-macam hakatas tanah yang diberikan kepada orang maupun 
                                                          
1Elza Syarif, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, 
(Jakarta: Kepustakaan Gramedia) hlm. 6 
3 
 
 
 
badan hukum. Negara memberikan beberapa macam hakatas tanah kepada 
perorangan atau badan hukum dengan maksud agar si pemegang hak mengelolah 
tanah sesuai hak tersebut sejauh tidak bertentangan dengan batas-batas yang di 
tetapkan negara. Pemegang hak juga berkewajiban untuk mendaftarkan hakatas 
tanah itu dalam rangka menunjang kepastian hukum. UUPA serta aturan-aturan 
pelaksanaannya memberikan perwujudan jaminan kepastian hukum terhadap 
hakatas tanah merupakan sarana penting dalam membangun dan mewujudkan 
kepastian hukum dan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan 
tanah. 
Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria 
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menegaskan urgensi Pembaharuan agraria, 
yang mencakup proses berkesinambungan yang berkenan dengan penataan 
kembali penguasaan, penelitian penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria 
untuk mencapai kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan 
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hak menguasai negara 
yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUPA dan peaksanaanya peraturan Menteri 
Agraria No 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas 
Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang terkait 
perkara tanah. Maka hakatas tanah Barat yang diatur dalam Buku II KUHPerdata 
pun tidak berlaku lagi dan harus dikonversi .2 
Tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum tersebut termuat 
dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi: 
                                                          
2Elza Syarif. Persertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, (Jakarta; Kepustakaan Populer 
Gramedia). Hlm. 3 
4 
 
 
 
“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Di Indonesia sertifikat hakatas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat, 
seperti halnya telah dijelaskan dalam pasal 19 ayat 2 dan huruf c UUPA dan pasal 
32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Mengenai kekuatan 
berlakunya sertifikat sangat penting karena pertama, sertifikat memberikan 
kepastian hukum kepemilikan hak sehingga dapat mencegah sengketa tanah. 
Kedua, dengan kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan 
hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang 
berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu sertifikat pun memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi apabila dijadikan investasi masa depan. 
Dari ketentuan tersebut dipahami bahwa yang berlaku di Indonesiayang 
salah satunya yakni penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dimana ditujukan 
untuk menciptakan sebuah kepastian hukum yang di dalamnya dimaksud hak atas 
tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang sudah di atur sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria dalam pasal 19 Jo Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 
Tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah untuk 
melakukan pendaftaran  tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah 
mempunyai tujuan:.3 
                                                          
3Pasal 2 PP No. 4 Tahun 1997Tentang Pendaftran Tanah. 
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1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumahsusun dan hak-hak yang 
terdaftaragar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan. 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapatmemperoleh data yang diperlukan 
dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang terdaftar 
3. Untuk terselenggaranya tertib admnistrasi. 
Dengan demikian apa yang telah dijelaskan dalam peraturan diatas, maka 
tujuan pendaftaran tanah tersebut tidak hanya mengenai kepastian hukum 
melainkan juga untuk perlindungan hukum bagi rakyat dalam konteks mendukung 
pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian 
lingkungan. Tentu kepastian dan perlindungan saling berkaitan satu sama lainnya 
dengan kedudukan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah itu sendiri, jika kelak 
mendapatkan permasalahan atau klaim dari pihak ketiga. Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 Pada Pasal 32 menyatakan “ sertifikat sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data yuridis tersebut yang termuat di dalamnya, 
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam 
surut ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.4 
                                                          
4Pasal 32 PP No. 4 Tahun 1997 Tentang Pendaftran Tanah. 
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Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah mengatur 
bahwa pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaraan tanah adalah rangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan 
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta 
dan daftar, menegnai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 
yang membebaninya. Salah satu dari tujuan dari pendaftran tanah adalah 
memberikan kepastian hukum ha katas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum 
hakatas tanah dapat diperoleh pemegang hakatas tanah dengan cara melakukan 
pendaftaran tanah. Sasaran dari kepastian hukum hakatas tanah adalah 
memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hakatas tanah (siapa 
pemiliknya, ada/tidak beban diatasnya) dan kepastian mengenai obyeknya, yaitu 
letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada atau tidaknya bangunan, tanaman 
diatasnya.5 
Pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti 
hakatas tanah yang umum disebut sertifikat tanah kepada pihak yang 
bersangkutan dan berlaku sebagai pembuktian yang kuat terhadap Hakatas tanah 
yang dipegangnya itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 
tentang Pendaftran tanah, ketentuan pasal 32 ayat 2. “ dalam hal atas suatu bidang 
tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 
                                                          
5Bachtiar Effendi, 1995.Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan 
Pelaksanaannya, Bandung: Alumni 
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memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata 
menguasainya, maka tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila 
dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat. 
Dari ketentuan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa sertifikat tanah 
mempunyai arti dan peranan penting bagi pemegang yang bersangkutan, juga 
berfungsi sebagai alat bukti hakatas tanah. Dengan kata lain pemilik tanah yang 
mempunyai alat bukti kuat dengan status jelas akan dijamin kepastian hukumnya, 
sehingga akan lebih mudah untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah 
miliknya.  
Akan tetapi meskipun sudah diatur dalam pasal UUPA dan PP No.24 tahun 
1997 berdasarkan penjelasan di atas bahwa untuk menjamin kepastian hukum 
pemilikan tanah, tanah tersebut harus di daftarkan. 
Namun demikian  maraknya persoalan pendaftaran tanah tidak semata-mata 
hanya dari segi banyaknya saja dengan mengabaikan karakteristik berupa jaminan 
kepastian hukum dan fungsinya sebagai alat bukti lagi khususnya pemegangnya. 
Karena persoalan hukum mengenai sertifikat ini adalah adanya sertifikat ganda, 
asli tapi sebenarnya palsu ataupun palsu yang tentu merugikan pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan hukum atau akan melakukan perbuatan hukum dengan 
tanah tersebut, seperti ada salah seorang warga di jalan landak baru Makassar 
yang memiliki sertifikat hak milik pada tahun 2006 dan kemudian tanah itu juga 
dimiliki oleh orang lain dengan sertifikat hak milik tahun 2016 bagaimana 
menjamin kepastian hukum hak atas tanah seseorang sebagai pemegang hak, 
untuk dapat diterbitkannya sertifikat tersebut. 
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Untuk mengetahui bagaimana hal ini bisa terjadi mengapa dalam satu tanah 
memiliki 2 pemegang hak dengan terbitnya sertifikat yang tahun jauh berbeda dan 
berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis meneliti tentang. 
“Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas 
Tanah” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanaproses penetapan hak atas tanah pada kantor Badan Pertanahan 
Nasional Kota Makassar? 
2. Bagaimana pengaruh akurasi data terhadap sertifikat tanah sebagai akta 
otentik? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berdasarkan latar belakang diatas maka tercapailah pointer fokus 
penelitian yaitu tentang proses penetapan hak atas tanah serta pentingya pengaruh 
akurasi data tergadap sertifikat sebagai data akta otentik. 
Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami fokus penelitian 
kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan fokus penelitian sebagai 
berikut 
Sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat, seperti 
halnya telah dijelaskan dalam pasal 19 ayat 2 dan huruf c Undang-Undang Pokok 
Agraria dan pasal 32 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 , untuk 
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mendapat hak(sertifikat) sebagai pemangku hak tentu pemohon mengikuti 
persyaratan yang telah diatur oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar. 
Dan pentingnya pengaruh keakuratan data terhadap sertifikat tanah 
menggunakan akta otentik tentu untuk mendapat jaminan kepastian hukum yang 
telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terlebih dahulu yang 
mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaukan maupun dari 
beberapa buku yang di mana di dalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli: 
1. Jurnal milik Juosfiel Sadpri Pansasariang yang berjudul proses dan syarat untuk 
memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia.dalam jurnal ini terdapat 
pembahasan mengenai proses penetapan hak atas tanah yang dimana juga 
membahas bagian dari skripsi penulis. 
2. Urip Santoso dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria. Membahas 
keseluruhan hukum agraria itu sendiri dan menjelaskan mengenai keseluruhan 
aturan aturan tentang PP No 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah 
merupakan suatu hal yang sangat penting yang kaitannya dengan penerbitan 
sertifikat atau penguasaan sebagai pemangku hak. 
3. Skripsi Denny Andreas Sutuppo  yang berjudul kekuatan sertifikat hak atas tanah 
dikaitkan dengan kepastian hukum dalam pendaftran tanah. Dalam skripsi tersebut 
membahas mengenai sertifikat sebagai data akta otentik. 
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E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
a. Untukmengetahui proses penetapan hak atas tanah Pada Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui akurasi data terhadap sertifikat tanah sebagai data otentik 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. sebagai kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama tentang 
Hukum Tanah khusunya tentang penerbitan sertifikat sebagai jaminan 
kepastian hukum hak atas tanah. 
b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi dan kalangan birokrat 
pemerintahan yang berkaitan dengan hukum Tanah. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS  
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah 
1. Pengertian Tanah 
Pengertian tanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 
disebutkan mengenai tanah yaitu permukaan bumi atau keadaan bumi atau 
bahan-bahan dari bumi atau dasar, sawah, lahan.1 Selain itu dijelaskan bahwa 
tanah juga mencangkup aspek kultural, politis, hukum, pemilikan, hak dan 
juga makna spiritual seperti halnya tanah adat dan tanah suci. 
Tanah juga dihubungkan dengan negeri kelahiran, setiap warga negara 
Indonesia, menyebut Indonesia sebagai “Tanah Air atau Ibu Pertiwi”. Dua 
kata tersebut mengandung makna ekologis yang luas. Istilah di atas yang 
mempunyai maksud diberikan kepada politis kebangsaan, juga berdimensi 
lingkungan.  
Istilah tanah dalam pasal 2 ialah Permukaan Bumi. Makna dari 
permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat di haki oleh orang atau 
badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas 
permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalmnya bangunan atau benda-
                                                          
1Trisno Wuyono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, (Surabaya; Arloka) 
2Urip Santoso, Hukum Agraria, (Jakarta; kencana Prenada Media Group 2012). Hlm 10 
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benda yang terdapat di atas tanah yang merupakan suatu dari persoalan 
Hukum. Kemudian persoalan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah 
persoalan yang  berkaitan dengan dianutnya asa-asas yang berkaitan dengan 
hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat 
diatasnya.2 
Tanah sebagai media tumbuhan alami untuk segala macam tumbuhan 
dan tanaman diatas permukaan bumi yang terdiiri dari bahan-bahan organic 
dan mineral.3 
Menurut Boedi Harsono, dalam hukum Tanah dipakai dalam arti yuridis 
sebagai suatu batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak 
menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam ha katas permukaan 
bumi yang disebut tanah. Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat 
diartikan sebagai permukaan bumi.4 
Menurut Jhon Salindeho, Tanah adalah suatu benda yang bernilai 
ekonomis menurut pandangan Bangsa Indonesia.5 
Dari beberapa pengertian Tanah diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
Tanah adalah benda yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga 
sudah menjadi suatu kewajiban setiap orang untuk memiliki dan memilihara 
                                                          
  
3 Tim Penyusun Kamus PS, Kamus Pertanian Umum cetakan 1, (Jakarta; Penebar 
Swadaya 2013). Hlm 3 
4 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional.Perkembangan 
Pemikiran dan hasilnya sampai menjelang kelahiran UUPA, (Jakarta; Universitas Trisakti 2007). 
Hlm 3 
5 Julius Sembiring, Tanah Negara Edisi revisi, (Jakarta; Prenadamedia Group 2016). Hlm 
7 
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benda yang bernilai ekonomis tersebut guna bermanfaat bagi pelaksanaan suatu 
pembangunan. 
2. Hak Atas Tanah 
Hak atas Tanah diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “ Atas dasar 
hak menguasai Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut Tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Hak atas 
permukaan bumijuga disebut hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai 
Negara atas tanah. Hak atas tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan hukum. 
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 
haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaatdari tanah yang 
dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas 
tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan 
perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa bahwa hak atas 
tanh untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk 
kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. “ kewenangan 
dalam hak atas tanah disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) UUPA yaitu 
menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta 
ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
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berhubungan dengan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini 
dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.6 
Negara sebagai organisasi kekeuasaan seluruh rakyat pada tingkatan 
tertinggi menguasai tanah, yang dikenal dengan sebutan hak menguasai Negara 
atas tanah. Wewenang hak menguasai Negara atas tanah disebutkan dalam pasal 
2 ayat (2) UUPA, yaitu: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 
pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
c. Menentukan daan menngatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
Bersumber dari hak menguasai Negara atas tanah melahirkan hak atas 
tanah. Hal ini disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu; “atas dasar hak 
menguasai Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan 
adanya macam-macam hak atas permukuaan bumi yang disebut tanah, yang 
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Negara atas dasar 
hak menguasai berwenang menentukan bermacam-macam  hak atas permukaan 
bumi atau ha katas tanah, yang dapat diberikan kepaada dan dipunyai oleh orang 
perorang warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, 
                                                          
6 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta; 
Prenadamedia,2010). Hlm 82 
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badan hukum  yang didirikan menurut hukum Indonesia, badan hukum asing 
yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
Hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA. Pasal 16 
ayat (1) UUPA menetapkan macam hak atas tanah yaitu: 
a. Hak Milik 
b. Hak Guna Usaha 
c. Hak Guna Bangunan 
d. Hak Pakai 
e. Hak Sewa Untuk Bangunan 
f. Hak Membuka Tanah 
g. Hak Memungut Hasil Hutan 
Macam hak atas yang bersifat sementara ditetapkan dalam pasal 53 ayat 
(1) UUPA, yaitu: 
a. Hak Gadai 
b. Hak Usaha Bagi Hasil 
c. Hak Menumpang 
d. Hak Sewa Tanag Pertanian 
 Sri Hajati menyatakab bahwa jenis hak atas tanah berdasarkan pasal 16 
dan pasal 53 dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu ; 
1) Hak atas tanah yang bersifat tetap 
Hak atas tanah yang bersifat tetap adalah hak atas tanah yang akan tetap 
ada selama UUPA masih berlaku atau selama UUPA belum diganti dengan 
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undang-undang yang baru. Macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak sewa untuk bangunan, Hak 
membuka Tanag dan Hak memungut hasil hutan. 
2) Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang 
Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang adalah hak 
atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Macam hak atas 
tanah ini belum ada 
3) Hak atas tanah yang bersifat sementara 
Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang berlaku 
untuk sementara waktu dalam waktu yang singkat akan dihapuskan karena 
mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam 
ha katas tanah ini adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang 
dan Hak Sewa Tanah Pertanian.7 
UUPA dalam menentukan macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya 
UUPA masih membuka peluang adanya penambahan hak atas tanah baru selain 
yang ditentukan oleh Pasal 16 ayat (1) UUPA. Hal ini dapat dilihat pada pasal 16 
ayat (1) huruf h UUPA yang  menyatakan bahwa hak-hak lain yang akan 
ditetapkan dengan undang-undang macam hak atas tanah yang bersifat tetap 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g 
UUPA ditentukan secara limitatif. Demikian pula dengan hak atas tanah yang 
bersifat sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) UUPA 
                                                          
7Sri Hajati, Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum 
Agraria Nasional, (Surabaya; Universitas Airlangga,2005). Hlm 9 
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ditentukan secara limitatif. Namun dalam pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA 
memberi peluang akan lahir hak atas tanah baru yang sudah mengantisipasi 
bahwa suatu saat jelak lahir hak atas tanah baru seiring dengan perkembangan 
masyarakat dan pembangunan. Berkaitan dengan lahirnya hak atas tanah baru 
yang tidak dapat dimasukkan kedalam hak atas tanah yang bersifat tetap maupun 
hak atas  yang bersifat sementara, Eman Ramelan menyatakan bahwa 
pembentuk UUPA menyadari bahwa dalam perkembangannya nanti akan sangat 
dimungkinkan timbulnya hak atas tanah yang baru sebagai konsekuensi dari 
adanya perkembangan masyarakat, hanya saja pengaturannya harus dalam 
bentuk undang-undang.8 
3. Dokumen, Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah 
Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tetang Standar Pelayanan 
dan Pengaturan Pertanahan pada lampiran II Bagian I no.2 hurua a.1 “bahwa 
permohonan pendaftaran ha katas tanah pertama kali berupa Sertifikat Hak Milik 
(SHM )dapat dilakukukan dengan mengajukan permohonan kepada Kantor 
Pertanahan setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut; 
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau 
kuasanya diatas matrai cukup 
b. Surat kuasa apabila dikuasakan 
                                                          
8Eman Ramelan, Hak Pengelolaan setelah berlakunya peraturan Menteri Negara 
agrarian/kepala badan Pertanahan Nasional no 9 tahun 1999, (Surabaya ; Universitas 
airlangga,2000). Hlm 194 
 
18 
 
 
c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan ,yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 
d. Asli bukti perolehan tanah/alas hak 
e. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (rumah 
gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah 
f. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket,penyerahan bukti SBB(BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran hak); 
g. Melampirkan bukti SPP/PPh sesuai dengan ketentuan.9 
4. Mekanisme & Prasayarat Pendaftaran Tanah. 
Menurut PP No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang 
dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan 
peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah atau 
Peraturan pemerintah ini. 
b. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 
pendaftraan tanah yang belum didaftar di wilayah suatu desa/ kelurahan.  
                                                          
9Elza Syarief, Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, (Jakarta; Kepustakaan 
Populer Gramedia) hlm. 117 
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c. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam 
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau 
massal. 
d. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftran tanah untuk 
menyusaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftran, daftar tanah, daftar 
nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi kemudian. 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : 
1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik 
2) Pembuktian hak dan pembukuannya. 
3) Penerbitan sertifikat 
4) Penyajian data fisik dan data yuridis 
5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen. 
Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan 
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri. Dalam hal suatu 
desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftran tanah secara 
sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan 
melalui pendaftran tanah secara sporadic sedangkan pendaftran tanah secara 
sporadic dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. 
Pemeliharaan data tanah (maintenance) merupakan suatu kegiatan 
pendaftaran tanah untuk menyusuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat 
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dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Kegiatan pemeliharaan 
data tanah meliputi: pendaftran peralihan dan pembebanan hak serta pendaftran 
perubahan data pendaftaran tanah lainnya. 
Data fisik :  keterangan mengenai letak, batas dan satuan rumah susun yang 
didaftar , termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan 
diatasnya.  
Data Yuridis : keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan 
rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan pihak lain serta beban-beban 
lain yang membebaninya. 
Prosedur pendaftaran tanah secara sestematik (PP 24/1997) 
a) Adanya rencana kerja (pasal13 (2)) 
Dilaksanakan di wilayah –wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara 
Agraria. 
b) Pembentukan Panitia Ajudikasi (pasal 8) 
c) Pembuatan Peta dasar Pendaftaran (pasal 15-16) 
Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran diikatkan dengan 2 
titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya. Peta Dasar pendaftaran 
menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. 
d) Penetapan batas bidang-bidang tanah 
Diupayakan penetapan batas-batas berdasarkan kesepakatan para pihak 
yang berkepentingan. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya 
dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 
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Jika surat ukur/gambar situasi tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, maka Panitia Ajudikasi berdasarkan penunjukan batas oleh 
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan sedapat mungkin disetujui 
oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 
Persetujuan batas-batas bidang tanah dituangkan dalam berita acara yang 
di tanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. 
Jika tidak ada kesepakatan diantara mereka, maka sementara dilakukan 
berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataanya merupakan batas-batas 
bidang tanah yang bersangkutan. 
e) Pembuatan peta dasar pendaftaran (pasal 20) 
f) Pembuatan daftar tanah (pasal 21) 
g) Pembuatan surat ukur (pasal 22) 
h) Pengumpulan dan penelitian data yuridis (pasal 24-25) 
Berasal dari konversi hak dibuktikan dengan tertulis, keterangan saksi, jika 
tidak tersedia alat pembuktian yang lengkap dapat dilakukan dengan pernyataan 
penguasaan fisik selama 20 tahun berturut-turut dengan syarat: 
- penguasaan dilakukan dengan itikad baik secara terbuka dikuatkan oleh 
kesaksian orang yang dapat dipercaya (umumnya oleh lurah) 
- tidak ada permasalahn dalam hal pengusaan baik sebelum maupun setelah 
pengumuman. 
i).  pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran (pasal 26-27) 
dilakukan 30 hari. 
j).  pengesahan hasil pengumuman. 
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Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman masih ada 
kekurangan data fisikdan/data yuridis atau masih ada keberatan yang belum 
diselesaikan, maka pengesahan dilakukan dengan catatan. Pengesahan dilakukan 
dalam suat berita acara sebagai dasar untuk : 
- pembukuan Hak Atas Tanah buku tanah 
- pengakuan Hak Atas Tanah 
- Pemberian Hak Atas Tanah 
k). pembukuan Hak dilakukan dalam buku tanah 
Didasarkan pada alat bukti hak lama dan berita acara pengesahan 
pengumuman data fisik dan data yuridis 
l). penelitian sertifikat 
Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di Tanda Tangan oleh Panitia 
Ajudikasi atas nama Kkan.10 
B. Tinjauan umum Tentang Akta 
1. Pengertian Akta 
Menurut pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : “suatu akta autentik ialah 
yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan 
Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” 
Mengenai akta Autentik juga diatur dalam pasal 165 HIR, yang bunyinya 
sama dengan pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “ Akta autentik adalah suatu akta 
yang dibuat oleh dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan 
                                                          
10Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Jakarta; penebar 
swadayagroup) hlm.23-26 
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bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dari mereka yang 
mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan 
sebagai pemberitahuan itu berhubungan langsung dengan perihal akta itu 
Istilah akta berasal dari kata Belanda yaitu akte. Dalam mengartikan akta 
ini ada dua pendapat. Pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua 
mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang 
menganutpendapat pertama mengartikan akta sebagai surat antara lain 
mengartikan akta yairu “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami 
sebagai bukti dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu 
dibuat.11 
Menurut G.H.S Lumban Tobing, S.H apabila suatu akta hendak 
memperoleh stempel otensitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka 
menurut ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata, akta yang bersangkutan 
harus memiliki persyaratan-persyaratan berikut: akta itu harus dibuat “oleh” 
(door) atau “di hadapan” (tenoverstaan) seorang pejabat umum.12 
Menurut R. Subekti kata acta merupakan bentuk jamak dari kata actum 
yang merupakan bahasa Latin yang mempunyai arti perbuatan-
perbuatan.13Selain  pengertian akta sebagi surat memang sengaja diperbuat 
sebagai alat bukti ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang 
dimaksud tersebut bukanlah surat melainkan suatu perbuatan.  
                                                          
11Jurnal Nelliana, pernyataan pembatalan akta jual beli, (Palembang; Universitas 
Sriwijaya 2015) 
12Victor. M. situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta, (Jakarta; Rineka 
Cipta) hlm. 29 
13R. subekti , Kamus Hukum , (Jakarta; prandya Paramita 1980) hlm.9 
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Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar tulisan memperoleh kualifikasi 
sebagai akta yaitu: 
- tulisan itu harus ditandatangani dan 
-  tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti 
2. Jenis Akta 
Di dalam pasal 1867 KUH Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian 
dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-
tulisan di bawah tangan. Dalam pasal 165 HIR pasal 285 Rbg memuat definisi 
akta otentik, yang berbunyi sebagai berikut : “ akta otentik yaitu surat yang 
diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, 
mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta 
sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala, yang 
tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai 
pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang 
diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu “ 
Berdasarkan pihak yang membuatnya, untuk akta otentik dapat dibagi 
menjadi dua yaitu 
a. akta para pihak (partij akte) 
akta para pihak adalah akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh 
para pihak untuk dimuatkan dalam akta bersangkutan. Termasuk kedalam akta 
ini misalnya : akta jual beli, akta perjanjian pinjam pakai, akta perjanjian kredit, 
akta perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Jadi Partij akte adalah : 
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1). Insiatif  ada pada pihak-pihak yang bersangkutan 
2). Berisi keterangan para pihak 
b. Akta Pejabat (ambtelijik Akte atau Releas Akte) 
akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat berwenang, tentang apa 
yang dia lihat dan saksikan dihadapannya. Jadi akta ini hanya memuat 
keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Yang 
termasuk kedalam akta diantaranya: Berita acara rapat pemegang saham 
perseroan terbata; Berita acara lelang; berita acara penarikan undian; berita acara 
rapat direksi perseroan terbatas; akta keahiran, akta kematian, kartu tanda 
penduduk, surat Izin Mengemudi; Ijazah; Daftar Inventaris harta peninggalan 
dan lain-lain. Jadi Ambetelijk akte atau Releas Akte Merupakan: 
1). Insiatif pada pejabat 
2). Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambeetenaar) pembuat akta. 
Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 
dua antara lain: 
a) Akta Di bawah Tangan (Onderhands) 
Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat 
yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para 
pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal 
oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal 
kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan sehinga sesuai pasal 1857 
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KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian 
yang sama dengan suatu Akta Otentik. Perjanjian di bawah tangan terdiri dari 
Akta Warmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditanda 
tangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya 
didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun 
tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta 
Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak 
namun penandatangannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun 
Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris 
hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan 
dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut. 
b) Akta Resmi (Otentik) 
Pengertian akta otentik diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 
KUH Perdata berbunyi sebagai berikut : 
“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan 
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 
yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya". 
Undang-undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta dinyatakan 
sebagai akta otentik apabila  tiga unsur yang bersifat kumulatif. Unsur-unsur 
tersebut, yaitu : 
i. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang; 
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ii. Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta; 
iii. Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya.14 
3. Kekuatan Hukum Akta 
Akta yang dibuat oleh Notaris itu mempunyai kepastian isi, kepastian 
tanggal dan kepastian orangnya. Akta itu merupakan suatu bukti yang mengikat 
dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar 
(selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan 
pembuktian. 
Kekuatan pembuktian akta otentik, termasuk akta Notaris, adalah 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik 
sebagai alat pembuktian dan undang-undang menugaskan kepada pejabat-
pejabat atau orang-orang tertentu untuk membuat akta otentik tersebut. Dalam 
pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para 
pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka 
buat. 
Menurut pendapat yang umum dianut pada setiap akta otentik 
mengandung tiga kekuatan pembuktian, yaitu : 
 
 
                                                          
14Andy Hartanto,Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas 
Tanahnya,( Surbaya; Justitia Surabaya ,2014) Hlm. 49 
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a. kekuatan pembuktian lahiriah ( uitwendige bewijskarcht) 
Dengan kekuatan pembuktian lahiria ini dimaksudkan kemampuan dari 
akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini 
menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat di 
bawah tangan ; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sa, yakni bahwa 
benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila 
yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu sebagai 
telah diakui oleh yang bersangkutan. 
b. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht) 
Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan 
bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, 
sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari 
apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan 
disaksikan di dalam menjalankan (ambtelijke akte). Akta itu membuktikan 
kebenaran dari apa yang di saksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga 
dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan 
jabatannya. Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini 
hanya meliputi kenytaan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan 
itu diakui oleh yang menandatanganinya atau dianggap telah diakui sedemikian 
menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal 
dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari 
orang-orang yang hadir, demikian juga tempat dimana aktu itu dibuat. Sepanjang 
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mengenai akta partij.bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan 
dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri 
hanya pasti antara pihak-pihak sendiri. 
c. Kekuatan Pembuktian Materil (Materiele Bewijskracht) 
Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil dari suatu akta 
otentiklah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan 
pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka 
yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya; akta 
itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang 
dimaksud dalam pasal-pasal 1870,1871,1875 KUHPerdata; akta itu memberikan 
pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari pada yang tercantum dalam 
akta terhadap para pihak yang bersangkutandan para ahli waris serta penerima 
hak, dengan pengecualian apabila yang tercantum didalmnya hanya sebagai 
suatu pemberitahuan belaka (blote medeling) dan yang tidak mempunyai 
hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok dalam akta itu. 
Jadi peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada 
masyarakat untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai 
kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota 
masyarakat dari penipu atau itikad baik dari orang tertentu dan untuk menjamin 
hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. 
Pada dasarnya masalah pembuktian adalah merupakan bagian terpenting 
dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian, jika terjadi 
suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu Akta Notaris yang 
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dikehendki perbuatannya oleh para pihak, maka Notaris tidak terlihat sama 
sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban (prestasi) atau dalam hal menuntut 
suatu hak, karena seorang Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak. 
Secara garis besar Akta Notaris dapat digolongkan kedalam dua golongan  
1) Akta yang dibuat oleh (door) Notaris: atau yang dinamakan “akta relaas 
atau akta pejabat (ambtelijk akte) 
2) Akta yang dibuat dihadapan (teeroverstaan) Notaris atau yang dinamakan 
”akta partij” (partij akten) 
Akta yang dibuat oleh Notaris (akta pejabat) dapat merupakan suatu akta 
yang membuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang 
dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu. 
Hal ini yaitu Notaris sendiri didalam jabatannya sebagai Notaris didalam akta 
pejabat itu. Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat 
umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang 
dilakukan pihak lain contohnya antara lain berita acara rapat pemegang saham. 
Akta yang dibuat dihadapan Notaris (akta Partij) dapat berisikan suatu 
cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di 
hadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain 
kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain 
itu sengaja datang di hadapan Notaris untuk memberikan keterangan atau 
perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. 
Contoh akta partij misalnya akta wasiat. Di dalam aktapartij ini 
dicantumkan secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-
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pihak dalam akta itu disamping “relaas” dari Notaris itu sendiri yang 
menyatakan kehendaknya tertentu. 
Suatu hal yang diperhatikan Undang-undang mengharuskan “akta partij” 
ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan diterangkan alasan tidak 
ditandatanganinya akta dan keterangan itu di dalam hal ini berlaku sebagai tanda 
tangan. Untuk “akta partij”. Penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu 
keharusan bagi otensitas akta hadir di dalam rapat telah meninggalkan rapat, 
sebelum menandatangani akta itu. 
Di dalam persidangan, hakim sangat memerlukan adanya alat-alat bukti 
untuk mencapai suatu penyelesaian (putusan) perkara pasti menurut hukum 
berdasarkan pembuktian yang diajukan. Melalui pembuktian akan dapat 
dibuktikan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan 
terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang. 
Khusus dalam perkara perdata telah ditentukan, bahwa tidak semua 
peristiwa atau kejadian harus dibuktikan melainkan hal-hal yang menajdi 
perselisihan saja yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan 
sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan 
peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang 
menyangkal hak tersebut. 
Maka dengan sendirinya apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau 
tidak cukup diajukan bukyi di persidangan, maka tuntutan haka tau gugatan dari 
penggugat akan itolak atau tidak dikabulkan. Berdasarkan urutan alat-alat bukti 
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menurut undang-undang maka alat bukti tulisan yang berupa akta dibedakan 
antara akta otentik dan akta dibawah tangan. 
Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta 
di bawah tangan mengingat kekuatan ppembuktiannya yang terbatas, sehingga 
masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti 
yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta di 
bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (pasal 1871 
KUHPerdata) namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud 
dengan bukti tertulis itu. 
Di dalam pasal 1902 KUHPerdata dikemukakan syarat-syarat bilamana 
terdapat bukti tertulis, yaitu : 
a) Harus ada akta 
b) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari 
orang yang diwakilinya 
c) Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan jadi 
suatu akta di bawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempura 
Jadi suatu akta di bawah tangan untuk dapat menajdi bukti yang sempurna 
dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-
alat bukti lainnya. Karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu 
merupakan bukti tertulis 
Pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana 
semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris dan Notaris 
membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut diberi tanggal dan ditanda 
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tangani para  pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris. Jadi fungsi 
legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan, menajmin mengenai tanggal 
dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. 
Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan 
kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang 
mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah 
surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak, atau salah satu pihak 
tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan 
terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan 
Notaris itu. 
Jadi perbedaan akta di bawah tangan yang dilegalisasi olehpejabat yang 
berwenang untuk itu dan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi adalah 
bahwa surat di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai tanggal yang pasti, 
tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan di bubuhkan 
oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang 
membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan, 
bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena itu isinya telah terlebih 
dahulu dibacakan kepadanya, sebelum ia membubuhkan tanda tangannya di 
hadapan pejabat itu. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3), undang-undang Notaris surat 
yang di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris wajib diberi 
teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris. Tetapi wewenang untuk 
legalisasi surat-surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada para Notaris, 
34 
 
 
akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya seperti misalnya Ketua 
Pengadilan Negeri; Walikota dan Bupati 
Menurut ketentuan pasal 1880 KUHPerdata akta-akta di bawah tangan 
yang tidak dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat lain  yang ditunjuk oleh atau 
berdasarkan undang-undang Pasal 1874 a KUHPerdata mengenai tanggalnya 
tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga (derden) selainnya atau kecuali 
: 
i.Sejak hari legalisir yang dimaksud tersebut dan dibukakanya menurut undang-
undang atau; 
ii.Sejak hari meninggalnya penandatanganan yang bersangkutan baik semuanya 
atau salah seorang atau 
iii.Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta 
yang dibuat oleh pegawai umum atau 
iv.Sejak baru diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga 
terhadap akta itu dipergunakan 
Kekuatan pembuktian materil akta di bawah angan menurut Pasal 1875 
KUHPerdata, oleh orang terhadap akta itu digunakan atau yang dapat diaanggap 
diakui menurut undang-undang atau yang menandatangani ahli warisnya serta 
orang-orang yang mendapat haknya dari orang tersebut, merupakan bukti 
sempurna seperti akta otentik. 
Berdasarkan hal tersebut, maka akta di bawah tangan yang telah 
memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempurna, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan 
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para pihak. Jadi dengan diakuinya tanda tangan para pihak. Jadi dengan 
diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai 
kesepakatan para pihak.15 
 
 
 
                                                          
15Lusy Gerungan, Skripsi : “ Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Yang Telah 
Memperoleh Legalitas Dari Notaris vol.XX.  2012 . hlm 2-9 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum 
dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkingan 
masyarakat. Penelitian ini dapat dikatakan bahwa penelitian hukum sosiologis 
yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum 
atau badan pemerintah. 
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini akan dilakukan di Kota 
Makassar. Dengan pengkhususan lokasi pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Makassar. Alasan tempat ini di jadikan sebagai lokasi penelitian karena Badan 
Pertanahan Nasional Makassar sebagai satu-satunya instansi yang berwenang 
menangani soal pertanahan untuk dimintai mengenai akuratnya data untuk 
menerbitkan sebuah sertifikat. 
B.  Pendekatan Penelitian  
Berdasarkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan undang-undangan (statue approach). Pendekatan undang-undang 
(statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
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C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan adalah berupa data kualitatif, yaitu data yang 
tidak berbentuk angka, yang dapat diperoleh dari observasi dan wawancara, 
maupun bahan tertulis berupa Peraturan Perundangan, buku-buku, makalah dan 
sebagainya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer  
Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 
proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala 
informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang berupa pengalaman praktek 
maupun pendapat hukum tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbitan 
sertifikat ha katas tanah.  
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data 
sekunder berfungsi sebagai data pendukung dari data primer yang diperoleh dari 
beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat ha katas 
tanah. Data sekunder tersebut diantaranya yaitu buku-buku, jurnal, karya ilmiah 
serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, antara dua orang 
atau lebih guna mencapai tujuan tertentu, yang kemudian peneliti 
mengajukan beberapaa pertanyaan pada narasumber dari Badan 
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Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan menggunakan daftar 
pertanyaan dengan jawaban secara langsung dan terbuka.1 
2. obsevasi yaitu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat 
langsung objek penelitian yang menjadi focus penelitian.2 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mendukung 
proses penemuan jawaban pokok dari sebuah masalah penelitian. Instrument 
penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah 
memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, dokumen, 
daftar pertanyaan terstruktur, observasi dan media elektronik seperti Hand Phone. 
Instrumen ilmiah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Setelah data-data terkumpul baik data primer maupun data sekunder 
selanjutnya akan dilakukan pengilahan data secara kualitatif kemudian di analisis. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada 
taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis 
sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Dimana hasil analisis akan 
dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas 
mengenai penerbitan sertifikat ha katas tanah, sehingga diperoleh gambaran yang 
menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. 
                                                          
1Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Rineka Cipta). Hlm. 95 
2M. Syamsuddin, operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta; PT. raja Grafindo Persada, 
2007), hlm. 114 
39 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran umum Kota Makassar 
a. Letak Wilayah 
Kota Makassar terletak di pesisir pantai Barat bagian Selatan pulau 
Sulawesi. Secara geografis, Kota Makassar berada pada garis lintang antara 
05°31’30,”81 - 05°14’6,”49 LS dan garis bujur antara 119° 28’19” - 119° 32’31” 
BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Wilayah Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar 
mempunyai garis pantai sepanjang 32 km yang membentang dari arah Selatan ke 
Utara, membujur ke arah Timur Laut. Wilayahnya mencakup beberapa pulau, 
diantaranya ada 13 Pulau yang mempunyai nama, yaitu : Pulau Kayangan, Pulau 
Lae-Lae, Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone 
Batang, Pulau Barang Lompo, Pulau Barangkeke, Pulau Kodingareng lompo, 
Pulau Samalona dan pulau kecil lainnya. 
b.  Luas Wilayah 
Luas Wilayah Kota Makassar adalah 175,77 km² atau 17.577 Ha. Secara 
umum konfigurasi bentuk wilayah Kota Makassar termasuk datar dan menurut 
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morfologi regional merupakan deretan pegunungan Lompo Battang yang berelief 
rendah. Keadaan topogratifinya datar hingga berombak dengan ketinggian 
berkisar antara 0-25 meter di atas permukaan laut. Satuan relief di daerah ini pada 
umumnya ditutupi aluvium hasil sedimentasi rawa, pantai dan sungai serta 
material hasil gunung api, dengan kemiringan lereng 0-2% 
Bentuk lahan hasil bentukan asal aluvial di beberapa tempat mempunyai 
ketinggian yang sangat rendah dari permukaan laut sehingga sering tergenang dan 
merupakan rawa-rawa. Bentuk lahan ini dijumpai disekitar muara Sungai Tallo 
dan Sungai JeneBerang yang secara gomorfologi dikategorikan sebagai dataran 
banjir sungai. Selanjutnya daerah yang mempunyai bentuk topografi berombak 
sebagai bagian kecil dari wilayah Kota Makassar hanya di jumpai di Wilayah 
Utara dan Timur yang secara administratif termasuk kecamatan Biringkanaya. 
c. Peta Administrasi 
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Secara administratif Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan, mempunyai luas wilayah 17.577 Ha atau 0.28% dari luas wilayah 
Sulawesi Selatan, Terdiri dari 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. 
Dari 14 Wilayah Kecamatan, Kecamatan Tamalate yang merupakan 
wilayah terluas yaitu : 1,997 Ha dan Kecamatan Mariso yang merupakan 
wilayah Kecamatan terkecil dengan luas wilayah: 0,182 Ha. 
Tabel 1 
Luas wilayah perkecamatan dalam Kota Makassar 
 
No. Nama Kecamatan Luas Wilayah (Ha) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Mariso 
Mamajang   
Tamalate  
Makassar 
Ujung Pandang 
Wajo 
Bontoala 
Ujung Tanah 
Tallo 
Panakukang  
Biringkanaya 
Tamalanrea 
182.000 
542.000 
1.997.000 
251.000 
263.000 
199.000 
209.000 
593.000 
583.000 
1.686.000 
4.654.000 
3.352.000 
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13 
14 
 
Manggala 
Rappocini  
2.433.000 
947.000 
 Jumlah 17.577.000 
Sumber Data : Buku Tahunan Kantor BPN Makassar 
 
2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Makassar 
a.  Sekilas Kantor Pertanahan Kota Makassar 
 Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di 
Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 
Tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan. 
Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi : 
1) Menyusun rencana, program dan penganggarandalam rangka pelaksanaan 
tugas pertanahan; 
2) Pelayanan perizinan, dan rekomendasidi bidang pertanahan 
3) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan 
pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi 
tanah; 
4) Pelaksanaan penataagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan 
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan 
wilayah tertentu; 
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5) Pengususlan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, 
pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah; 
6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 
terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat; 
7) Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan; 
8) Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah; 
9) Pengelolaan Sistem informasi Manajemen Pertanahan Nasional 
(SIMTANAS); 
10) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 
pemerintah dan swasta; 
11)  Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan; 
12) Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan; 
13) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 
prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan 
Untuk melaksanakan tugas pokok, kemudian dijabarkan dalam visi misi, 
dan strategi Kantor pertanahan. 
b. Sejarah Singkat Badan Pertanahan Nasional Makassar 
Pada awal berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960. Kantor Pertanahan Kota Makassar 
dengan nomenklatur Kantor Agraria Kotamadya Makassar berada di bawah 
Menteri Muda Kehakiman, dengan struktur organisasi terdiri dari Kepala Kantor, 
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Tata Usaha, Seksi Pendaftaran Tanah, Seksi Landreform dan Seksi Hak-Hak Atas 
Tanah, sedangkan Seksi Land Use Planning (Tata Guna Tanah) terpisah dan di 
bawah naungan Menteri Pertanian. 
Tahun 1965. Agraria dipisah dan dijadikan sebagai Lembaga yang terpisah 
dari Menteri Muuda Kehakiman dan Menteri Pertanian dan berada di bawah 
Menteri Muda Agraria, tetap dengan nomenklatur Kantor Agraria yang di 
dalamnya sudah terdapat Seksi Tata Guna Tanah. 
Tahun 1968 lembaga yang menangani urusan Agraria dipisah dari 
departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen dengan 
nama badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir.Soni Harsono 
dengan catiur terti pertanahannya. Pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan 
karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional. Perubahan ini 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 
Tahun 2014 dibuat Kementrian baru bernama Kementrian Agraria dan 
Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 Oktober 2014, Badan Pertanahan 
Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Perubahan 
ini terjadi dengan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
121/P/2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pembentukan Kabinet Kerja 
2014-2019Aparat Kantor Agraria adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang 
diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk 
menagani masalah-masalah agraria yang sehari-harinya bertanggung jawab 
kepada Bupati/Walikotanya dan secara teknis dibina oleh Direktorat Agraria 
Provinsi. 
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Ihwal nma Kota Makassar berubah menjadi Ujung Pandang terjadi pada 
tanggal 31 Agustus 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 
1971. Tatkala itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 kilometer persegi menajdi 
115,87 kilometer persegi, terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 62 lingkungan 
dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari 
wilayah tiga kabupaten yakni Kabupaten Maros, Gowa dan Pangkajene 
Kepulauan dan sebagai “ kompensasinya” nama Makassar diubah menjadi Ujung 
Pandang.Tentang kejadian bersejarah tersebut, Walikota Makassar H.M Daeng 
Patompo (alm) berkilah “terpaksa” menyetujui perubahan, demi perluasan 
wilayah kota. Sebab Bupati Gowa Kolonel K.S Mas’ud dan Bupati Maros 
Kolonel H.M Kasim DM menentang keras pemekaran tersebut. Untunglah 
pertentangan itu dapat diredam setelah pangkowihan III Letjen TNI Kemal Idris 
menajdi penengah, Walhasil kedua Bupati daerah tersebut, mau menyerahkan 
sebagian wilayahnya asalakan nama Makassar diganti. 
Sejak awal proses perubahan  nama Makassar menjadi ujung Pandang. 
Telah mendapat protes dari kalangan masyarakat. Tertama kalangan budayawan, 
seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pebisnis. Bahkan ketika itu sempat 
dideklarasikan Petisi Makassar oleh Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid S.H, Prof. 
Dr.Mattulada dan Drs.H.D Mangemba (Guru Besar Universitas Hasanuddin). Dari 
deklarasi petisi Makassar inilah polemik tentang nama terus mengalir dalam 
bentuk seminar,lokakarya dan sebagainya. 
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Pada tanggal 9 November 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya 
Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 2000 Sebutan Ujung Pandang dikembalikan 
menjadi Makassar dan menetapkan Hari Jadi Kota Makassar tanggal 9 November 
1607. Dan untuk pertama kali hari jadi Kota Makassar ke 393, diperingati pada 
tanggal 9 November 2000. 
Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa “mangkasara” yang 
berarti yang menampakkan diri atau bersifat terbuka.Dengan demikian terhitung 
mulai tanggal 9 November Tahun 2000 sampai sekarang nomenklatur Kantor 
Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang diganti dengan sebutan “ Kantor 
Pertanahan Kota Makassar” 
a. Visi, Misi Dan Maklumat Pelayanan 
1) Visi 
Bersertfikatnya seluruh Bidang Tanah Dalam Wilayah Kota Makassar tahun 
2020” 
2) Misi 
a) Meningkatkan penyelesaian Sertifikat Hak Atas Tanah 
b) Meningkatkan Pemanfaatan, Penggunaan, Penguasaan dan Kepemilikan 
Tanah yang Efektif 
c) Memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak serta 
perlindungan hukum kepada masyarakat dan investor 
d) Mendukung peningkatan Ekonomi masyarakat dalam rangka 
mewujudkan Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, 
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Budaya dan Jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan 
paling bersahabat 
3) Janji /Maklumat Pelayanan, dengan ini kami menyatakan sanggup: 
a) Memberikan layanan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
b) Bekerja dengan jujur, tertib, dissiplin dan tidak diskriminatif 
c) Memberikan kemudahan dalam memberikan informasi yang diperlukan 
sesuai ketentuan yang berlaku 
d) Merespon dengan cepat keluhan pengguna pertanahan 
e) Melakukan inovasi pelayanan untuk memenuhi standar pelayanan prima. 
B. Proses Penetapan Hak Atas Tanah 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan 
Nasional Kota Makassar dan hasil wawancara dengan Bapak Adi Hidayat selaku 
Kepala Penetapan Hak Atas Tanah mengenai proses penetapan Hak Atas Tanah 
telah di atur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 
2010 : 
1. Pemohon Datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kemudian ke 
loket Pelayanan, untuk penerimaan dan pemeriksaan dokumen 
permohonan. 
2. Selanjutnya pemohon ke loket pembayaran untuk penerimaan pembayaran 
biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah. 
3. Tahap selanjutnya ke proses pelayanan untuk pengukuran dan 
pemeriksaan tanah, setelah ini masuk ke proses kantor tanah dan kantor 
wilayah. Di kantor tanah dan di kantor wilayah untuk mendapat penerbitan 
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Surat Keputusan dari Kantor Tanah begitupun di Kantor wilayah. Lalu 
setelah dari tahap proses di kantor wilayah kemudian selanjutnya ke tahap 
proses Pusat yakni di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ( 
BPN RI ) untuk mendapat Penerbitan  Surat Keputusan Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia ( BPN RI). 
4. Kemudian pemohon melakukan pembayaran UP (Uang Persediaan) 
dimana untuk pembayaran pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah. 
Pemohon ke loket pembayaran untuk penerimaan pembayaran UP (uang 
persediaan) dan pendaftaran sertifikat hak atas tanah 
5. Kemudian pemohon juga ke loket Pelayanan untuk penerimaan 
pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah ditambah dengan bukti pembayaran 
BPHTB ( Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 
6. Setelah tadi selessai di pada loket Pembayaran UP (uang Persediaan) dan 
Pendaftaran Sertifikat lalu di proses ke proses pelayanan untuk pembukuan 
Hak dan Penerbitan Sertifikat. 
7. Setelah selesai lalu tahap terakhir Penyerahan Sertifikat ke Pemohon. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota 
Makassar dapat diketahui bahwa penerbitan Sertifikat Di Kota Makassar masih 
sangat jauh dari kata sempurna atau belum mencapai hasil yang baik. Hal ini 
sesuai dengan data yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Kota 
Makassar. 
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR       
REKAPITULASI LAPORAN 3 TAHUN TERAKHIR 
PENERBITAN SERTIFIKAT 2015 S/D 2017 
 
Tabel 2 
Penerbitan Sertifikat Tahun 2015 
 
NO/ Bulan Masuk 
Sisa 
Bulan 
Lalu 
Jumlah  Selesai  
1 2 3 4 5 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
JANUARI 
FEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER  
NOVEMBER 
96 
65 
77 
36 
39 
42 
20 
46 
17 
44 
17 
901 
957 
971 
986 
932 
742 
730 
726 
730 
703 
695 
997 
1022 
1048 
1022 
971 
784 
750 
772 
747 
747 
712 
40 
51 
62 
90 
229 
54 
24 
42 
44 
52 
50 
50 
 
 
 
12 DESEMBER 30 
 
 
662 692 5 
 JUMLAH 529 9.735 10.264 743 
Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar 
Dari tabel 2, ada sisa permintaan pemohon di tahun 2014 pada bulan 
Desember sebanyak 901 pemohon ditambah dengan permintaan pemohon yang 
masuk pada bulan januari sebanyak 96 pemohon dan sertifikat yang terbit pada 
bulan Januari sebanyak 40 sertifikat. Lalu sisa sertifikat pada bulan januari 
sebanyak 957 permintaan ditambah dengan jumlah permintaan pemohon yang 
masuk pada bulan Februari sebanyak 65 permintaan jadi total permintaan pada 
bulan Februari sebanyak 1022 permintaan dan yang terselesaikan pada bulan 
Februari sebanyak 51 sertifikat.sisa permintaan pemohon pada bula Februari 
sebanyak 971 permintaan dan jumlah pemohon yang masuk pada bulan  Maret 
sebanyak 77 Pemohon jadi total permintaan pada bulan Maret sebanyak 1048 dan 
yang terbitkan sebanyak 62. Jadi sisa permintaan pada bulan maret sebanyak 986 
dan jumlah pemohon yang masuk pada bulan April sebanyak 36 pemohon dan 
total permintaan pada bulan April sebanyak 1022 dan yang diterbitkan sebanyak 
90 sertifikat. sisa sertifikat pada bulan April sebanyak 932 permintaan ditambah 
dengan jumlah permintaan pemohon yang masuk pada bulan Mei sebanyak 39 
permintaan jadi total permintaan pada bulan Mei sebanyak 971 permintaan dan 
yang terselesaikan pada bulan Mei sebanyak 229 sertifikat. sisa sertifikat pada 
bulan Mei sebanyak 742 permintaan ditambah dengan jumlah permintaan 
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pemohon yang masuk pada bulan Juni sebanyak 42 permintaan jadi total 
permintaan pada bulan Juni sebanyak 784 permintaan dan yang terselesaikan pada 
bulan Juni sebanyak 54. sisa sertifikat pada bulan Juni sebanyak 730 permintaan 
ditambah dengan jumlah permintaan pemohon yang masuk pada bulan Juli 
sebanyak 20 permintaan jadi total permintaan pada bulan Juli sebanyak 750 
permintaan dan yang terselesaikan pada bulan Juli sebanyak 24 sertifikat. sisa 
sertifikat pada bulan Juli sebanyak 726 permintaan ditambah dengan jumlah 
permintaan pemohon yang masuk pada bulan Agustus sebanyak 46 permintaan 
jadi total permintaan pada bulan Agustus sebanyak 772 permintaan dan yang 
terselesaikan pada bulan Agustus sebanyak 42 sertifikat. sisa sertifikat pada bulan 
Agustus sebanyak 730 permintaan ditambah dengan jumlah permintaan pemohon 
yang masuk pada bulan September sebanyak 17 permintaan jadi total permintaan 
pada bulan September sebanyak 747 permintaan dan yang terselesaikan pada 
bulan September  sebanyak 44 sertifikat. sisa sertifikat pada bulan September 
sebanyak 703 permintaan ditambah dengan jumlah permintaan pemohon yang 
masuk pada bulan Oktober sebanyak 44 permintaan jadi total permintaan pada 
bulan Oktober sebanyak 747 permintaan dan yang terselesaikan pada bulan 
oktober sebanyak 52 sertifikat. sisa sertifikat pada bulan Oktober sebanyak 695 
permintaan ditambah dengan jumlah permintaan pemohon yang masuk pada bulan 
November sebanyak 17 permintaan jadi total permintaan pada bulan November 
sebanyak712 permintaan dan yang terselesaikan pada bulan November sebanyak 
50 sertifikat. sisa sertifikat pada bulanNovember  sebanyak 662 permintaan 
ditambah dengan jumlah permintaan pemohon yang masuk pada bulan Desember  
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sebanyak 30 permintaan jadi total permintaan pada bulan Desember  sebanyak 
692 permintaan dan yang terselesaikan pada bulan Desember  sebanyak 5 
sertifikat 
sertifikat tersebut terlihat Bahwa jumlah pemohon sertifikat yang masuk 
sebanyak 529 untuk tahun 2015 kemudian jumlah permintaan sisa bulan lalu 
sebanyak 9.735 sehingga total permintaan meningkat menjadi 10.264 sedangkan 
permintaan yang diterbitkan oleh BPN hanya 743 Sertifikat. Hal Ini menunjukkan 
Bahwa pelayanan  Penerbitan Sertifikat Pada Kantor Badan Pertanahan Kota 
Makassar Sangat belum Efektif karena hal ini menunjukkan bahwa penerbitan 
sertifikat belum dilakukan secara keseluruhan. Dan dari 743 sertifikat yang telah 
diterbitkan itu merupakan gabungan dari tahun sebelumnya dan hanya beberapa 
pemohon di tahun 2015 yang diterbitkan sertifikatnya, hal ini terjadi karena 
banyaknya jumlah pemohon yang masuk dan kurangnya gerak cepat dalam 
menerbitkan sertifikat. Tabel diatas merupakan penjelesan penerbitan sertifikat di 
tahun 2015 bagaimana dengan penerbitan sertifikat yang selesai di tahun 2016 dan 
2017. 
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Tabel 3 
Penerbitan Sertifikat Tahun 2016 
NO Bulan Masuk 
Sisa Bulan 
Lalu 
Jumlah  Selesai  
1 2 3 4 5 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
JANUARI 
FEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER  
NOVEMBER 
DESEMBER 
88 
75 
57 
91 
62 
65 
85 
57 
83 
42 
220 
126 
 
 
687 
751 
786 
801 
841 
863 
882 
913 
908 
951 
953 
1.108 
  
775 
826 
843 
892 
903 
928 
967 
970 
991 
993 
1.173 
1.234 
24 
40 
42 
51 
40 
46 
54 
62 
40 
40 
65 
112 
 JUMLAH 1051 10.444 11.495 616 
Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar 
Dari tabel 3 tersbut terlihat terlihat Bahwa jumlah pemohon sertifikat yang 
masuk sebanyak 1051 untuk tahun 2016 kemudian jumlah permintaan sisa bulan 
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lalu sebanyak 10.444 sehingga total permintaan meningkat menjadi 11.495 
sedangkan permintaan yang diterbitkan oleh BPN hanya 616 Sertifikat. Di tahun 
2016 ini jumlah penerbitan sertifikat hanya 616 sertifikat hal ini berarti jumlah 
penerbitan sertifikat di tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan dengan 
penyelesaian sertifikat di tahun 2015. 
Tabel 4 
Penerbitan Sertifikat Tahun 2017 
NO Bulan Masuk 
Sisa Bulan 
Lalu 
Jumlah Selesai 
1 2 3 4 5 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
JANUARI 
FEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOVEMBER 
DESEMBER 
91 
57 
71 
69 
85 
57 
65 
85 
83 
83 
91 
158 
1.122 
1.188 
1.143 
1.134 
1.138 
1.134 
1.160 
1.151 
1.088 
1.067 
1.038 
1.001 
1.213 
1.245 
1.214 
1.203 
1.223 
1.191 
1.225 
1.236 
1.171 
1.150 
1.129 
1.159 
25 
102 
80 
65 
89 
31 
74 
148 
104 
112 
128 
66 
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Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar  
Dari tabel 4 tersebut terlihat terlihat Bahwa jumlah pemohon sertifikat yang 
masuk sebanyak 995 untuk tahun 2017 kemudian jumlah permintaan sisa bulan 
lalu sebanyak 13.364 sehingga total permintaan meningkat menjadi 14.359 
sedangkan permintaan yang diterbitkan oleh BPN hanya 1.024 Sertifikat. 
Bahwa berdasarkan hasil penelitian, perhitungan jumlah permintaan 
pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah dari tahun 2015 s/d tahun 2017, 
memunculkan angka yang sangat melunjak. Sehingga data ini menjelaskan 
bahwa akurasi data terhadap sertifikat tanah tidak mencapai hasil yang 
maksimal. Seharusnya permintaan pendaftaran dan penerbitan sertifikat tiap 
tahun dapat diselesaikan oleh BPN, akan tetapi semakin tahun, permintaan 
semakin meningkat. Sehingga ini menunjukkan bahwa kinerja BPN dalam 
menerima layanan dari masyarakat sangat minim. 
Penerbitan sertifikat ini memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) untuk 
pelaksanaan pekerjaan peraturan yang mengatur SOPP yaitu PERKABAN 
Nomor 1 Tahun 2010 Penerbitan sertifikat ini memiliki Standar Oprasional 
Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan pekerjaan peraturan yang mengatur SOPP 
  
 
 JUMLAH 995 13.364 14.359 1.024 
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yaitu PERKABAN Nomor 1 Tahun 2010 Pada aturan tersebut disebutkan untuk 
proses pelayanan pendaftran pertama kali melalui konversi, pengakuan dan 
penegasan hak dan dibutuhkan waktu 98 (sembilan puluh delapan ) hari, tiga 
bulan paling sedikit. Hitungan waktu terebut berlaku sejak pemohon 
memasukkan berkas permohonan ke loket penerimaan berkas dan melakukan 
pembayaran hingga terbitnya produk sertifikat. Jika demikian mengapa masih 
banyak permintaan pemohon yang belum diterbitkan sertifikatnya? 
Berdasarkan keterangan ibu Linda selaku Kepala Urusan Perencanaan, 
evaluasi dan Pelaporan, mengatakan sangat begitu banyak faktor yang 
mempengaruhi kinerja suatu kantor dalam melaksanakan  pelayanan. Seperti  
Sumber Daya Manusia (SDM), volume pekerjaan, peralatan yang tersedia di 
kantor, pengolahan data belum lagi berkas yang sudah dimasukkan ternyata 
tidak lengkap dan harus dilengkapi lagi.Sumber Daya Manusia di kantor ini 
dalam era informasi tekhnologi seperti saat ini sangat diperlukan gerak cepat 
dalam menyelsaikan pekerjaan. Namun tidak semua Sumber Daya Manusia bisa 
menjalankan inovasi-inovasi yang ada yang dimaksud dalam hal ini adalah para 
senior yang belum paham akan perkembangan IT, tetapi ada juga beberapa 
junior atau kalangan anak muda juga tidak dapat mengikuti perkembangan IT 
sehingga kantor pertanahan sangat memerlukan staff khusus untuk 
melaksanakan pekerjaannya yang berhubungan dengan komputer.Dan dalam hal 
ini juga kami berusaha mengikuti perkembangan Tekhnologi.1 
                                                          
1Aslinda Amsak, Kepala Bagian urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
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Lebih Lanjut Beliau menjelaskan pegawai tetap di kantor pertanahan Kota 
Makassar ini berjumlah 70 orang dan pegawai tidak tetap berjumlah 90 orang, 
namun demikian jumlah pegawai yang tersedia tidak cukup guna mendukung 
beban pekerjaan yang ada di kantor pertanahan Kota Makassar kata. Sumber Daya 
Manusia terbanyak adalah bagian Pengukuran karena petugas ukur inilah garda 
kami yakni garda terdepan pertanahan, karena merupakan orang yang turun 
kelapangan bertemu langsung dengan para klien untuk melakukan pengukuran. 
Oleh karena anggapan semakin banyak volume pekerjaan maka semakin banyak 
tenaga ukur yang dibutuhkan namun kondisi tersebut tidak selalu berbanding lurus 
justru berbanding terbalik. Jika prosedur pengukuran dilaksanakan sesuai kaidah 
yang benar, yaitu petugas ukur datang, ukur langsung dan pulang bisa saja proses 
pekerjaan cepat tapi terkadang sehari petugas tidak hanya mengukur satu bidang 
bisa dua atau tiga bahkan lebih di lokasi yang berbeda sehingga harus benar-benar 
mengatur waktu. Pekerjaan penerbitan sertifikat harus dilakukan dengan sangat 
hati-hati sehingga benar-benar diteliti riwayat tanah yang bersangkutan. Butuh 
waktu yang lama .  
Menurut penulis setiap manusia ingin mendapatkan hak atas tanah dari 
tanah yang mereka miliki, bagi yang sudah memiliki sertifikat sebagai tanda bukti 
atau sebagai pemangku hak, akan merasa aman. Bagaimana dengan beberapa 
orang yang sertifikatnya belum juga diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional 
jelas merasakan keresahan dan khawatir akan terjadinya pemicu konflik dalam 
masyarakat baik antar perorangan maupun antar kelompok. Sehingga kepastian 
hukum hak atas tanah terkhusus hak milik atas tanah terasa sangat perlu untuk 
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memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya, sehingga akan terhindar 
dari ancaman pemicu konflik sengketa pertanaha. 
Menurut PP Nomor 10 tahun 1961 sertifikat terdiri atas salinan buku tanah 
yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik, hak yang 
bersangkutan yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen menurut PP 
nomor 24 tahun 1997 ini bisa berupa satu lembar dalam pendaftaran secara  
sistematik terdapat ketentuan mengenai sertifikat dalam pasal 69 sampai dengan 
pasal 71 peraturan Menteri Nomor 3 tahun 1997. 
Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum 
dalam buku tanah yang bersangkutansebagai pemegang hak atau pihak lain yang 
dikuasakan olehnya, dalam hal ini pemegang hak sudah meninggal dunia. 
Sertifikat diterimakan kepada Ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan 
persetujuan para ahli waris yang lain. 
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak disebutkan dalam pasal 
19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu sertifikat sebagai alat 
pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam 
sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti 
yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Berdasarkan sifat 
pembuktian sertifikat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memohon 
agar sertifikat yang diterbitkan tersebut dinyatakan tidak sah. Apabila putusan 
pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa 
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sertifikat tersebut tidak sah, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Sertifikat.2 
Sifat pembuktian Sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 
Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997, Yaitu : 
1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 
di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama 
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 
baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi memuat pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat 
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang 
sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun 
penerbitan sertifikat.3 
Ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 
merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat (2), 
pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yang berisikan bahwa 
pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda Bukti yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan 
                                                          
2Urip Santoso,Hukum Agraria, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Hlm.317 
3Urip Santoso,Hukum Agraria, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Hlm.317 
60 
 
 
 
Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997, maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang 
dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertifikat hanya merupakan surat 
tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak 
yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang 
tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim 
sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain 
yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pengadilanlah yang berwenang 
memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertifikat tersebut 
tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya. 
Ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 
dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat dari 
gugatan dari pihak lain dan menjadikannya sertifikat sebagai tanda bukti yang 
bersifat mutlak, maka dibuatlah ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat 
mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu: 
1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum 
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik. 
3. Tanah dikuasai secara nyata. 
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotasetempat ataupun tidak 
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mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertifikat.4 
Produk akhir dari kegiatan tanah berupa sertifikat atas tanah, mempunyai 
banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat digantikan dengan 
benda lain. 
Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, inilah fungsi 
yang paling utama sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA). Seseorang atau Badan hukum akan mudah 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah. Apabila 
telah jelas namanya tercantum dalam sertfikat itu. Dia pun dapat membuktikan 
mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya luas, batas-batasnya, 
bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada 
hak atas tanah itu dan sebagainya. Semua keterangan tercantum dalam sertifikat 
itu yang mempunyai kekuatan hukm. Kalau ternyata apa yang termuat di 
dalamnya ada kesalahan, maka diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya. 
Dalam hal ini yang berhak mengadakan pembetulan itu bukan pengadilan, 
melainkan Badan Pertanahan Nasional sebagai Instansi yang membuatnya. Pihak 
yang merasa dirugikan karena kesalahan dalam sertifikat itu, mengajukan 
permohonan untuk perubahan atas sertifikat yang dimaksud, dengan melampirkan 
putusan pengadilan yang menyatakan tentang ada kesalahan. 
Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank atau 
kreditur untuk memebrikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Dengan demikian 
                                                          
44Urip Santoso,Hukum Agraria. Hlm.318-319 
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apabila pemeganghak atas tanah itu seseorang pengusaha misalnya, sudah tentu 
akan memudahkan baginya mengembangkan usahanya itu karena kebutuhan akan 
modal usahanya. 
Berdasarkan keterangan dari Bapak Adi Hidayat Selaku Kepala Bagian Hak 
Atas tanah Mmengatakan,adanya sertifikat hak atas tanah bagi Pemerintah juga 
sangat menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung. 
Adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan 
telah terdaftar pada kantor Agraria. Data tentang tanah yang bersangkutan secara 
lengkap telah tersimpan di kantor pertanahan, dan apabila sewaktu-waktu 
diperlukan dengan mudah ditemukan. Data ini sangat penting untuk perencanaan 
kegiatan pembangunan misalnya pembangunan kota, pemasangan kabel telepon, 
penarikan pajak dan bangunan dan sebagainy. Disamping manfaat tersebut , masih 
banyak manfaat lain dari sertfikat hak atas tanah tersebut. 5 
Berdasarkan dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
sertifikat hak atas tanah memberikan rasa aman dan tenteram bagi pemiliknya. 
Segala sesuatu mudah diketahui dan sifatnya pasti serta dapat dipertanggung 
jawabkan secara hukum. Penerbitan sertifikat hak atas tanah itu sangat penting 
bagi pemohon yang mendaftrkan sebidang tanahnya pada kantor pertanahan guna 
menghindari hal-hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik mengenai 
tanah yang dikuasai tidak memiliki kepastian hukum. 
Di dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa apabila kamu mengadakan suatu 
perikatan maka tuliskanlah, dan jangan lah kamu jenuh untuk menuliskannya, 
                                                          
5Adi Hidayat, Kepala Bagian Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kota Makassar  
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karena yang demikian itulah yang lebih adil di sisi Allah SWT.6 Hal ini diperkuat 
oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa 
 ًKَMﱢOPَ QRًَْرأ QَOVَْأ WْPَ  ُYَZ [َ]َِ^ 
 “ Barang siapa membuat suatu batas suatu tanah (mati), maka tanah itu 
menjadi miliknya.” (HR Ahmad)7 
Hadis ini telah menjelaskan bahwa setiap orang yang memberikan batas dan 
membuat suatu kepastian terhadap tanahnya berupa sertifikat, maka tanah tersebut 
menjadi miliknya.  Catatan ini dilakukan tidak lain hanya untuk memberiakn 
perlindungan kepada pemilik tanah, dalam islam dijelaskan bahwa pemilik tanah 
sesungguhnya ialah Allah SWT dan manusia hanya sebagai pengelola dari apa 
yang dimiliki oleh Allah SWT. 
Pada dasarnya manfaat yang diperoleh dengan terbitnya sertifikat hak atas 
tanah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan tentunya dalam 
menggapai manfaat tersebut sasaran pemerintah dalam mengelola pertanahan 
adalah catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi 
pendafatran tanah, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan 
lingkungan hidup. Dari keempat tertib pertanahan diatas, salah satu sasaran yang 
cukup penting adalah menyangkut administrasi pertanahan. Badan Pertanahan 
Nasional merupakan pelaku utama untuk tercapainya tertib administrasi 
pertanahan. Badan Pertanahan Nasional merupakan pelaku utama untuk 
                                                          
6Hamka.Tafsir Al-Azhar(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982) hlm.78 
7http://www.yufidia.com diakses pada tanggal 27 April 2018 
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tercapainya tertib administrasi pertanahan. Adapun indikator untuk melihat tingkat 
keberhasilan dalam mewujudkan tertib Administrasi pertanahan antara lain:8 
1. Diketahuinya siapa yang memiliki/menguasai sesuai bidang tanah jenis 
penggunaan tanahnya. 
2. Bagaimana hubungan hukum antara bidang tanah dengan yang 
menguasai bidang tanah. 
3. Berapa luas suatu bidang tanah yang dimiliki oleh orang atau badan 
hukum 
4. Dimana letak tersebut yang dapat dipetakan berdasarkan suatu sistem 
proyeksi peta yang dipilih, sehingga dapat dihindari timpang tindih 
sertifikat. 
5. Informasi yang disebutkan pada huruf 1,2,3,4 di atas dikelola dalam 
sistem informasi pertanahan yang memadai. 
6. Penyimpanan dokumen yang terttib, teratur dan terjamin keamanannya. 
7. Terdapat prosedur tetap yang sederhana, cepat namun akurasinya 
terjamin. 
Adapun peranan yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar melalui wawancara dengan Pak Adi Hidayat dengan jabatan Kepala 
Penetapan Hak Atas Tanah telah memberi penulis jawaban upaya-upaya yang 
telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam 
mewujudkan tertib Administrasi pertanahan dalam penerbitan sertifikat.9 
                                                          
8Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah (Jakarta : Arkola Surabaya, 2003) 
hlm. 165  
9Adi Hidayat, Kepala Bagian Hak Atas Tanah, wawancara, makassar,03 April 2018  
65 
 
 
 
1) Melakukan kegiatan pendaftaran tanah sebelum penerbitan sertifikat 
tanah berupa penetapan hak atas tanah. 
2) Melakukan penyuluhan-penyuluhan ke Masyarakat mengenai prinsip 
akuntabilitas, prinsip transaparansi dan prinsip responbilitas dalam hal 
Penerbitan sertfikat agar tidak terjadi masalah yang dapat menimbulkan 
sertifikat ganda. 
3) Membentuk tim sadar hukum pada masyarakat, yang nantinya akan 
membantu pihak BPN dalam melaksanakan sosialisasi pentingnya prinsip 
di no.1 dalam hal penerbitan sertifikat. 
4) Setelah penerbitan sertifikat.Melakukan perubahan data yuridis dimana 
yang termasuk dalam hal ini (subjek, hak, jenis hak dan jangka waktu 
hak) terdiri dari Peralihan hak atas tanah, pemindahan hak atas 
tanah,perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, pembaharuan hak atas 
tanah, perubahan hak atas tanah, pembatalan hak atas tanah, pencabutan 
hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah. 
5) Safari jumat ke mesjid-mesjid yang ada di Kota Makassar dengan tujuan 
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya 
mendaftrkan tanah untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Sosialisasi 
ini dilakukan setelah melaksanakan shalat jum’at di masjid. 
6) Melakukan penyimpanan data pendaftaran tanah dan data yang telah 
diterbitkan sertifikatnya. 
Berdasarkan tertib administrasi pemaparan tetntang Badan Pertanahan 
Nasional dalam mewujudkan tertib Adminitrasi pertanahan menunjukkan bahwa 
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Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar telah melakukan upaya dalam 
mewujudkan tertib Administrasi pertanahan. Meskipun peranan yang dilakukan 
tidak optimal, karena Badan Pertanahan dalam perannya mewujudkan tertib 
administrasi pertanahan juga menghadapi kendala, yakni, terbatasnya tenaga kerja 
yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Kota Makassar, baik tenaga ahli untuk 
pengukuran dan pemetaan maupun untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan di 
masyarakat sehingga sosialisasi yang seharusnya dilakukan secara rutin dapat 
menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan dapat memberikan informasi kepada 
masyarakat pada kenyataannya agar tidak dapat terlaksana dengan baik. 
Penyuluhan tersebut hanya dilakukan sekali dalam jeda waktu beberapa bulan, 
selebihnya diserahkan kepada pemerintah setempat untuk memberikan informasi 
kepada warganya, sehingga penyuluhan tidak terlaksana dengan maksimal. 
C. Pengaruh Akurasi Data Terhadap Sertifikat Tanah Sebagai data Akta 
Otentik 
Mengenai Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata “ Suatu akta 
otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 
dibuat oleh atau di hadapan Notaris.10Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 
tercantum dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1960 telah memerintahkan 
diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. 
Sebagai konsistensi dari Peraturan Pemerintah Nomor  24 tahun 1997 tentang 
Pendaftran Tanah, maka peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat 
diperlukan, baik dalam penyediaan tanah maupun pemuktahiran data penguasaan 
                                                          
10Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1868  
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tanah, hal ini disesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah 
Adapun pengertian dari PPAT menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah 
no 37 tahun 1988 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: “ 
Pejabat Pembuat akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat Umum 
yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Badan 
Pertanahan Nasional dengan tugas dan kewenangan tertentu dalam rangka 
melayani kebutuhan masyarakat akan akta pemindahan hak atas tanah, akta 
pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan hak 
tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.Sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, di dalam Pasal 1868 
KUHPerdata disebutkan: “ Suatu Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam 
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dubuat oleh atau dihadapan pegawai 
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”11 
Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 
kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat 
uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 
melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan 
                                                          
11R.Subekti dan R.Tjiitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,(Jakarta : 
Pradnya Paramita). Hlm. 419 
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penyeluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang 
berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang. Selaiin 
kewenangan tersebut, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 
peraturan perundangan-undangan.12 
Tugas dan peranan notaris dalam praktik di masyarakat  makin luas dari pada 
tugas notaris yang dibebankan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bahkan 
terkadang dianggap sebagai profesi yang dapat menyelesaikan segala hukum. 
Berdasarkan penjelasan singkat di atas tentang akta otentik tidak lain ialah 
sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemangku hak. 
Berdasarkan keterangan dari ibu Aslinda Amsak selaku kepala bagian urusan 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, beliau mengatakan bahwa keakuratan data 
suatu sertifikat memiliki pengaruh yang sangat penting dan tentunya bagi setiap 
pemangku hak merasa aman dengan sebidang tanah yang dimiliki yang mendapat 
jaminan kepastian hukum dimana dalam hal ini sertifikat tersebut sebagai 
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, jadi apabila salah satu 
kekuatan itu cacat, maka pengaruh keakuratan data terhadap sertifikat sebagai akta 
otentik mengakibatkan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
sempurna.  
Kekuatan pembuktian akta otentik ada 3 (tiga )yaitu : 
1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak, 
bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. 
                                                          
12Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris 
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2. Kekuatan pembuktian materil, yaitu membuktikan antara para pihak yang 
bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai apa yang 
tercantum dalam akta. 
3. Kekuatan pembuktian luar atau keluar, yaitu membktikan tidak saja 
antara para pihak yang  bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, 
bahwa pada tanggal tersebut sudah mengahadap di hadapan Notaris dan 
menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.13 
Menurut Penulis berdasarkan dari Keterangan ibu Linda Sebagai Kepala 
urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. penulis dapat menjelaskan pengaruh 
keakuratan data terhadap sertifikat tidak lain sebagai jaminan kepastian hukum 
agar bagi pemangku hak dapat merasa aman dan tidak resah akan terjadinya 
pemicu konflik dan sengketa14. Dan sudah dijelaskan secara tegas dalam pasal 19 
ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa: 
“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalmnya, 
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam 
surat ukur tanah dan buku tanah hak yang bersangkutan “ 
Jika data sertifikat tidak mendapat jaminan kepastian hukum maka banyak 
hal yang dapat mungkin terjadi untuk sebidang tanah tersebut misalnya terjadi 
sertifikat ganda. Adapun beberapa faktor pemicu terjadinya sertifikat ganda 
sebagai berikut: 
                                                          
13Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pranandya Paramita )hlm. 93  
14Wawancara dengan Linda Amsak pada tanggal 19 maret 2018 di Kantor ATR/BPN 
Makassar. 
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1. Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah 
miliknya dan tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga di ambil alih 
oleh orang lain dan kemudian di manfaatkan karena merasa bahwa tanah 
tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya. Karena merasa sudah 
lama menguasai tanah itu , orang tersebut kemudian mengklaim bahwa 
tanah tersebut adalah miliknya dan menerbitkan sertifikat di atas tanah 
tersebut tanpa mengetahui bahwa di atas tanah itu sudah ada 
sertifikatnya, atau penelitian lapangan, pemohon dengan sengaja atau 
tidak dengan sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang 
salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan 
kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. 
2. Melihat dengan permintaan pemohon yang masuk sangat melunjak dan 
jumlah penerbitan sertifikat hanya sekitar 20% yang dapat terselesaiakan 
dalam hal ini juga menjadi faktor terjadinya hal tersebut dari pihak Badan 
pertanhan Nasional itu sendiri, karena tidak adanya basis data yang 
mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang 
belum terdaftar. Seharusnya tanah-tanah yang di daftarkan pada Kantor 
Pertanahan dilakukan pencatatan dan pencoretan pada peta-peta 
pendaftaran, sehingga apabila tanah tersebut sudah bersertifikat atau 
belum. Jadi, data yang ada belum sistematis meskipun sekarang sudah 
ada perbaikan tapi masih banyak sertfikat-sertfikat lama tidak 
terimpentarisir sehingga memungkinkan munculnya sertfikat ganda 
karena disini badan pertanahan hanya tinggal menerima permohonan atau 
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karena ketidak telitian Pejababat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan 
sertifikat tanah, di samping masih adanya orang yang berbuat untuk 
memperoleh keuntungan pribadi sehingga bertindak menyeleweng 
dalalam artian tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
Dan tentu bagi pemangku hak yang tidak mendapat jaminan kepastian 
hukum mengalami kerugian yang dimana seseorang mengaharapkan untuk 
mendapatkan status  hukum hak atas tanah miliknya apalagi jika karena adanya 
sertifikat ganda di atas bidang tanahnya.  
Berdasarkan dari Keterangan Bapak Adi Hidayat Selaku Kepala Bagian Hak 
Atas Tanah mengatakan keakuratan data sertifikat sebagai jaminan kepastian 
hukum, memiliki pengaruh yang penting karena suatu keakuratan data sertifikat 
memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat untuk pemangku hak karena 
merupakan sebagai pemegang dan pembuktian bagi pemiliknya.15 
Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya yang 
berjudul Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftrannya, bahwa dalam praktiknya 
bukan rahasia lagi, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk 
mendaftarkan tanahnya, karena proses yang sangat lama dan biayanya yang 
mahal. Pelayanan kantor perrtanahan dilihat dari aspek administrasi juga belum 
mampu memberikan kinerja yang di harapkan, yaitu pelayanan yang sederhana, 
aman, terjangkau dan transparan. Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yang 
masih lambat, sulit, mahal dan berbelit-belit serta memungkinkan terjadinya mal 
praktik. Sebagian pelayanan administrasi pertanahan yang diinginkan oleh 
                                                          
15Wawancara dengan Adi Hidayat pada tanggal 19 maret 2018 di kantor ATR/BPN Kota 
Makassar. 
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masyarakat tidak sesuai dengan yang diberikan oleh pegawai kantor pertanahan. 
Selain itu, kurangnya transapransi data dan informasi yang tersedia untuk 
masyarakat. Hal ini menyebabkan terkonsentrasinya penguasaan dan pemilikan 
tanah dalam hal luasan di pedesaan/jumlah bidang tanah di perkotaan, hanya pada 
sebagian kecil masyarakat, di sisi lain persertifikatan hak tampaknya cenderung 
kepada akses permintaan, yang jauh melampaui sisi penawaran. Persolan lain 
yang dapat sering muncul adalah terjadinya bebragai pungutan atau korupsi dalam 
sertifikat tanah. Perseritifikatan tanah bisa berjalan cepat, tergantung pada siapa 
yang menginginkan dan “berapa” uang yang disediakan. Dalam praktik, sertifikat 
tanah dapat cepat keluar jika berkepentingan menyediakan biaya yanag jumlahnya 
lebih besar dari biaya resmi yang tertulis di dalam kuitansi. Atau jika pengurusnya 
menggunakan memo dari orang “kuat”. Fenomena persertifikatan tanah yang 
berbau korupsi dan nepotisme seperti ini seringkali terjadi.16 
Penulis memberikan kesimpulan bahwa pengaruh keakuratan data sertifikat 
sebagai data akta otentik adalah memberikan perlindungan hukum kepada 
pemangku hak untuk dijadikan sebagai pembuktian di depan pengadilan jika kelak 
tanah yang dimiliki seseorang mengalami masalah sengketa. 
 
 
 
                                                          
16Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas tanah dan pendaftrannya.(Jakarta: Sinar Grafika) 
hlm.164-165. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Proses penetapan hak atas tanah mulai dari pendaftaran pemohon hingga di 
serahkan sertifikat kepada milik pemohon. Dimana merupakan kewajiban 
pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftran tanah di seluruh wilayah 
Indonesia di atur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, 
pasal ini meliputi ; a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;          
b. Pendaftran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut; c. Pemberian 
surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat. 
Dalam penerbitan sertifikat Hak atas tanah belum mencapai hasil yang 
maksimal atau keakuratan data masih invalid , karena minimnya jumlah 
sertifikat yang selesai daripada permintaan pemohon yang mencapai angka 
melunjak.dengan Alasan yang diberikan karena kurangnya Sumber Daya 
Manusia di kantor Badan Pertanahanan Nasional Kota Makassar dan 
kurangnya Pegawai yang memahami masalah IT (komputer). 
Data yuridis dan data fisik di jilid dalam menjadi satu bagian dalam suatu 
sampul dokumen yang dinamakan Sertifikat, hal ini di atur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 
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2. Pengaruh akurasi data terhadap sertifikat sebagai akta otentik adalah 
sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemangku hak dan memberikan 
perlindungan hukum atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
Akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Notaris hal ini telah 
dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar harus meningkatkan 
peranannya dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. 
Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat secara rutin atau penyebaran 
informasi melalui radio atau televisi atau media lainnya. Selain itu staf 
Badan Pertanahan Nasional juga harus lebih memerhatikan SOPP 
PERKABAN Nomor 1 Tahun 2010. Dan terlebih harus meningkatkan 
kualitas kerja dalam melayani masyarakat tanpa harus memilah-milih siapa 
atas nama sebagai pemohon. Agar terciptanya kepercayaan dari 
masyarakat terhadap Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kota 
Makassar, dan juga di Tahun berikutnya berapapun jumlah permintaan 
pemohon dapat juga di selesaikan di tahun yang sama. 
2. Kepada seluruh masyarakat di Indonesia terkhusus Kota Makassar jika 
memiliki sebidang tanah agar kiranya segera melakukan pendaftran tanah 
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untuk dapat memperoleh sertifikat yang dimana untuk memberikan 
jaminan kepastian hukum juga menghindari terjadinya konflik sertifikat 
ganda. Dan masyarakat juga lebih memperhatikan segala persyaratan dari 
Kantor Pertanahan agar tidak memiliki kesalahan apapun dan sertifikat 
yang di pegang oleh pemangku hak merupakan data yang benar-benar real 
atau asli dan memiliki kekuatan yang sempurna. 
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